BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK
PIDANA PERTAMBANGAN ILLEGAL TANPA SURAT IJIN
PERTAMBANGAN BATUAN

A. Pengertian Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pertambangan adalah sebagian
atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau
pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta

kegiatan pascatambang.

B. Hukum Pertambangan
Van Apeldoorn "memberikan definisi hukum pertambangan secara
sederhana bahwa hukum  pertambangn berisi kaedah — kaedah hukum
pengusahaan bahan galian di Indonesia berupa kebijakan, perizinan, kebolehan,

larangan, perjanjian kerjasama dan pengawasan pertambangan.

Joseph F. Castrilli memberikan pengertian hukum pertambangan adalah :%°
“Hukum pertambangan sebagai dasar dalam pelaksanaan perlindungan
lingkungan dalam kaitannya dengan kegiatan pertambangan, yang meliputi

kegiatan eksplorasi, konstruksi, reklamasi dan rehabilitasi.”

20 5alim Hs, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) him 13.
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Dari definisi Joseph F, Castrilli merumuskan bahwa hukum pertambangan memiliki
fungsi perlindungan lingkungan terhadap segala bentuk kegiatan pertambangan
mulai dari eksplorasi sampai rehabilitasi. Dalam konsep seperti kegiatan
pertambangan tidak hanya menggali kekayaan alam tetapi juga melakukan kegiatan
pasca tambang dan pertanggung jawaban dampak pertambangan terhadap

kelangsungan lingkungan hidup.

Hukum pertambangan dan hukum lingkungan hidup memiliki hubungan
yang sangat erat, karena dalam setiap kegiatan pertambangan baik mineral atau non
mineral harus memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. Pihak — pihak yang
mempunyai kepentingan di bidang pertambangan dalam hal ini perusahaan
tambang, pemerintah, dan masyarakat harus bertanggung jawab terhadap segala
jenis kerusakan akibat kegiatan pertambangan. Hukum pertambangan meletakkan
lingkungan sebagai elemen penting karena obyek pertambangan adalah lingkungan

yang menimbulkan perubahan struktur dari sumber daya alam terkait.

Perusahaan yang bergerak pada sektor tambang kaitannya dalam menjamin
pelestarian fungsi lingkungan hidup, perusahaan wajib untuk melakukan hal-hal

sebagai berikut:
a. Perusahaan wajib mempunyai analisis mengenai dampak lingkungan hidup;

b. Perusahaan wajib melakukan pengolahan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;
c. Perusahaan wajib mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun. Selain
kewajiban, perusahaan pertambangan juga memiliki larangan kaitannya dengan

lingkungan hidup diantaranya adalah, Melakukan pelanggaran terhadap baku mutu



30

lingkungan hidup, menyalahi terkait dengan kriteria baku kerusakan lingkungan,

dan melakukan impor limbah berbahaya dan beracun.?

C. Pengertian Pidana
Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda
“Strafrecht”, Straf berarti pidana, dan Recht berarti hukum. Menurut Wirjono
Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan
Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk
membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgelijkrecht dari
bahasa Belanda.
Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum,
diantaranya adalah:
Soedarto: Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan
kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi Syarat tertentu suatu akibat yang
berupa pidana. Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian
hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:
1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana,
artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan
pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan
kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa
yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh

orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

2L salim, Hs. Hukum pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), him 30.
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Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga
apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat
dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya

Satochid Kartanegara,
mengemukakan bahwa hukuman pidana adalah sejumlah petaturan yang
merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung laranganlarangan dan
keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang
berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu
disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara
untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.
W.L.G. Lemaire
Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan
dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan
dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat
khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu
merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-
tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu
dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-
keadaan begaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang
bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakantindakan tersebut.

W.F.C. van Hattum

Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan

yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana
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mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang
dilakukannya 36 tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah
mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu
penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

Van Kan

Hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan
kewajiban-kewajiban yang dulunya belum ada. Hanya norma-norma yang
sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan mengadakan ancaman pidana dan
pemidanaan. Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat
memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Tetapi tidak
mengadakan norma baru. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi
(het straf-recht is wezelijk sanctie-recht).

Pompe

Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap
perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya
pidana itu.

Hazewinkel-Suringa

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan
dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan
pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Adami Chazawi

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi

ketentuan - ketentuan tentang:
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1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan)
larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif)
tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang
melanggar larangan itu.

2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si
pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada
larangan perbuatan yang dilanggarnya.

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui
alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang
disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha
negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap
dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh
tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan
mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara
menegakkan hukum pidana tersebut.

Selanjutnya Prof. Moeljatno mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang
dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi

barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
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2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di
atas maka yang disebut dalam kesatu, adalah mengenai “perbuatan pidana”
(criminal act). Sedang yang disebut dalam kedua, adalah mengenai
“pertanggungjawaban hukum pidana”(criminal liability atau criminal
responsibility). Yang disebut dalam kesatu dan kedua merupakan “hukum
pidana materiil” (substantive criminal law), oleh karena mengenai isi hukum
pidana sendiri. Yang disebut dalam ketiga adalah mengenai bagaimana caranya
atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang
disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana
(criminal procedure). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah
hukum pidana materiil.

Menurut Prof Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana
dalam arti objektif atau strafrecht in objective zindan hukum pidana dalam arti
subjektif atau strafrecht in subjective zin. Hukum pidana dalam arti objektif
adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum
positif atau ius poenale. Hukum pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh

Profesor Simons telah dirumuskan sebagai:
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“het geheel van varboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of
eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder
leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor
dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachttens welke
de straf wordt opgelegd en toegepast”.

Yang artinya:

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas
pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya
telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu
hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana Syarat-syarat
mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-
peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari
hukumannya itu sendiri’.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak
yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh
hukum pidana dalam arti objektif.

b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap
peraturanperaturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut di

atas, juga disebut sebagai ius puniendi.
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Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran
tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum
yang mengatur tentang:
1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan
suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.
D. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan
Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan
yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan
usaha pertambangan mineral dan batubara®?
E. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Syarat — Syarat Pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a) Adanya suatu Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pembuat Perbuatan
pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang
dikehendaki oleh hukum. Syarat utama adanya perbuatan pidana adalah
kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.ZMenurut Simons, tindak

pidana (strafbaarfeit) adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan

2 “Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”, Bedah Hukum,
https://asakeadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html, diakses
pada 10 Februari 2023.

2 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana-Dua Pengertian
Dasar Dalam Hukum Pidana,(Jakarta: Aksara Baru, 1981), him 1



https://asakeadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html
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tindak pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b) Adanya kemampuan bertanggungjawab Elemen pertama dari kesalahan

adalah kemampuan bertanggungjawab. Van Hammel memberi ukuran
mengenai kemampuan bertanggungjawab yang meliputi tiga hal; Pertama,
mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya.
Kedua, mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan
ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak
berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu
saja kemampuan bertanggungjawab tidak  terpenuhi, maka seseorang

dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.?*

c) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan Kesalahan

adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi
masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan
perbuatan tersebut.?® Oleh karena si pelaku adalah manusia, maka hubungan
ini adalah mengenai kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana.
Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang dapat
dipertanggungjawabkan si pelaku, apabila ini tercapai maka betul-betul ada

suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.?®

F. Teori Penyertaan

2016),

1981),

24 Eddy O. S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
him.153.

%5 Mahrus Ali. Op.cit. him. 157.

2% Wirjono Podjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, ( Bandung: Eresco Jakarta,
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Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak
pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan (deelneming)
berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain
melakukan tindak pidana. Menurut Van Hamel, memberikan definisi
penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban atau pembagian
pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut
pengertian undang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku

dengan tindakan sendiri.?’

Dasar hukum penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Ketentuan pidana dalam Pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi:
(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut

melakukan;

2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan,
ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan
memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan,
dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak

pidana yang bersangkutan.

27 AK Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku | Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (Alumni 2001).[3].
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(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan
yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang

lain, berikut akibat-akibatnya.

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menurut rumusannya

berbunyi:

(1). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam

melakukan kejahatan tersebut.

(2). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-

sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut
pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku

adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger)

Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala
anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang
dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen

status sebagai Pegawai Negeri.

2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger)

Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang

disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa



40

pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia
dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang
melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh
(pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya
ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertaggungjawabkan atas

perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)

Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-
dikitnya harus ada dua orang, 'ialah orang yang melakukan (pleger) dan
orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini
diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan
pelaksanaan, jadi melakukan-anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.
Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang
yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai

membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56.%8

2 Agus Setyowati, I. 1. (2018). Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus
Perkosaan Anak. Media luris, 1(2), 281. https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831
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